



BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjaun Umum Tindak Pidana Penggelapan
1. Pengertian Tindak Pidana Penggelapan
Istilah "penggelapan" sebagaimana yang lazim dipergunakan orang untuk menyebut jenis kejahatan yang diatur di dalam Buku ke- II (Dua) Bab ke XXIV KUHPidana itu adalah suatu terjemahan dari perkataan “Verduisterin”' dalam bahasa Belanda.[footnoteRef:2] [2: Adami Chazawi, Kejahatan Terhadap Harta Benda, Bayu Media, Jakarta, (2024), hlm. 136.] 

Tindak pidana penggelapan merupakan suatu jenis tindak pidana baru, yang berasal dari hukum Jerman. Dalam hukum Jerman lama seseorang yang membuat perbedaan antara pencurian seperti yang biasanya kita kenal, dengan menguasai secara tidak sah. Penggelapan menurut KBBI, menyebutkan bahwa “Penggelapan diartikan sebagai proses, cara dan perbuatan menggelapkan (penyelewengan) yang menggunakan barang secara tidak sah”.[footnoteRef:3] Lamintang dan Djisman Samosir mengatakan akan lebih tepat jika istilah penggelapan diartikan sebagai “penyalahgunaan hak” atau “penyalahgunaan kepercayaan”.[footnoteRef:4] [3: Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, (2022), hlm. 1125.]  [4: P.AF. Lamintang dan Theo Lamintang, Delik-Delik Khusus Kejahatan Harta Kekayaan, Sinara Grafika, Jakarta, (2023), hlm. 174.] 

Tindak pidana penggelapan menurut Pasal 372 KUHPidana yang berbunyi sebagai berikut:
“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Kemudian, Adami Chazawi menambahkan penjelasan mengenai penggelapan berdasarkan Pasal 372 KUHPidana yang dikemukakan sebagai berikut:
“Perkataan verduistering yang ke dalam bahasa kita diterjemahkan secara harfiah dengan penggelapan, bagi masyarakat Belanda diberikan secara arti luas (figurlijk), bukan diartikan seperti arti kata yang sebenarnya sebagai membuat sesuatu menjadi tidak terang atau gelap. Lebih mendekati arti bahwa petindak menyalahgunakan haknya sebagai yang menguasai suatu benda (memiliki)”.[footnoteRef:5] [5: Adami Chazawi, Op.Cit.,hlm.70.] 


Sedangkan, Tindak pidana penggelapan menurut Pasal 374 KUHPidana yang berbunyi sebagai berikut:
“Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”.[footnoteRef:6] [6: R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor, (2012), hlm. 259.] 


Tindak Pidana penggelapan termasuk tindak kejahatan terhadap harta kekayaan atau vermogendelicten, diatur dalam Pasal 372 KUHPidana sampai dengan Pasal 377 KUHPidana. Kejahatan terhadap harta kekayaan berupa penyerangan kepentingan hukum atas harta benda orang lain.
Berdasarkan penjelasan di atas, bahwa penggelapan adalah perbuatan penyalahgunaan kekuasaan dan kepercayaan orang lain yang diberikan, untuk menguasai suatu benda, yang ada dalam kekuasaanya bukan karena dari hasil kejahatan.
2. Unsur-unsur Tindak Pidana Penggelapan
Tindak pidana penggelapan pada Pasal 372 KUHPidana memiliki unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan objektif, yaitu:
a. Unsur subyektif 
Unsur kesengajaan pelaku, untuk menggelapkan barang milik orang lain yang dirumuskan melalui kata: “dengan sengaja”. 
b. Unsur obyektif, yang terdiri atas:
1) Unsur barang siapa Unsur barang siapa menunjukkan orang, apabila orang tersebut memenuhi unsur dari tindak pidana penggelapan, maka disebut pelaku dari tindak pidana penggelapan.[footnoteRef:7] [7: P.A.F Lamintang, Op.Cit., hlm. 107.] 

2) Unsur menguasai secara melawan hukum 
Menurut Adami Chazawi, dalam penjelasannya mengenai unsur mengusai secara melawan hukum, yaitu “sebagai syarat dari penggelapan ini adalah barang yang berada dalam kekuasaan petindak haruslah karena sebab perbuatan yang sesuai dengan hukum, seperti karena penitipan, pinjaman, perjanjian, penggadaian dan sebagainya”.[footnoteRef:8] [8: Adami Chazawi, Op.Cit., hlm. 80.] 

3) Unsur suatu barang 
Menurut Adami Chazawi, Perbuatan unsur menguasai suatu barang yang berada dalam kekuasaannya, adalah: “Pengertian barang yang berada dalam kekuasaannya sebagai adanya suatu hubungan langsung dan sangat erat dengan barang itu, yang menjadi indikatornya ialah, apabila ia hendak melakukan perbuatan terhadap benda itu, dia dapat melakukannya secara langsung tanpa harus melakukan perbuatan lain terlebih dahulu, adalah hanya terhadap benda-benda yang berwujud dan bergerak saja, dan tidak mungkin terjadi terhadap benda-benda tidak berwujud dan tetap”.[footnoteRef:9] [9: Ibid., hlm. 77.] 

4) Unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain 
Seseorang dikatakan menggelapkan apabila sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain. Misalnya, seseorang tidak boleh menguasai sesuatu untuk dirinya sendiri apabila memiliki usaha bersama-sama dengan orang lain.[footnoteRef:10] [10: P.AF. Lamintang dan Theo Lamintang, Op.Cit., hlm. 128.] 

5) Unsur benda tersebut ada padanya bukan karena kejahatan 
Dalam tindak pidana penggelapan, unsur ini merupakan pembeda dengan tindak pidana pencurian. Menurut Hoge Raad, Kata “berada padanya” menyebutkan bahwa: “menunjukkan keharusan adanya suatu hubungan langsung yang sifatnya nyata atau antara pelaku dengan suatu benda, yakni agar perbuatannya menguasai secara melawan hukum atas benda tersebut dipandang sebagai tindak pidana penggelapan, bukan pencurian”.[footnoteRef:11] [11: Ibid., hlm. 129.] 

3. Bentuk-bentuk Tindak Pidana Penggelapan
Tindak pidana penggelapan diatur dalam Buku ke- II (Dua), Bab XXIV KUHPidana yang berjudul “Penggelapan”. Tindak pidana penggelapan diatur dalam Pasal yaitu Pasal 372 sampai dengan Pasal 377 KUHPidana, maka tindak pidana penggelapan dapat digolongkan menjadi beberapa jenis, yaitu:[footnoteRef:12] [12: Ibid., hlm. 112.] 

a. Penggelapan dalam bentuk pokok 
Bentuk pokok diatur pada Pasal 372 KUHPidana yaitu barang siapa dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain yang berada padanya bukan karena kejahatan, karena bersalah melakukan penggelapan, dipidana penjara selama-lamanya empat tahun atau denda setinggi-tingginya sembilan ratus rupiah.
b. Penggelapan ringan 
Penggelapan ringan adalah seperti diterangkan dalam Pasal 373 KUHPidana yaitu suatu kejahatan penggelapan yang dilakukan oleh seseorang yang mana jika penggelapan tidak terhadap ternak ataupun nilainya tidak lebih dari Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Mengapa disebutkan bahwa yang digelapkan itu haruslah bukan ternak, karena perlu diingat bahwa ternak merupakan unsur yang memberatkan, sehingga ternak dianggap barang khusus.
c. Penggelapan dengan pemberatan 
Penggelapan dengan pemberatan atau disebut juga “gequalifierde verduistering” tersebut diatur dalam Pasal 374 KUHPidana. Dalam Pasal 374 KUHPidana menyatakan bahwa penggelapan dengan pemberatan adalah penggelapan yang dilakukan oleh mereka yang menguasai suatu benda karena jabatannya atau karena pekerjaannya atau karena mendapatkan uang sebagai imbalannya. Berdasarkan Pasal 375 KUHPidana menyatakan bahwa penggelapan dengan pemberatan adalah penggelapan yang dilakukan oleh mereka atas benda yang karena terpaksa telah titipkan kepadanya sebagai wali, kurator, kuasa untuk mengurus harta benda orang lain, pelaksana suatu wasiat dan kedudukan mengurus benda amal atau yayasan.
d. Penggelapan sebagai delik aduan 
Kejahatan sebagai delik aduan ini tersimpul dalam Pasal 376 yang mengacu pada Pasal 367 ayat (2) KUHPidana. Dengan adanya ketentuan ini berarti seseorang yang mempunyai hubungan keluarga melakukan penggelapan atau membantu melakukan penggelapan terhadap milik anggota keluarga lainnya yang tinggal dalam satu rumah hanya dapat dituntut terhadap mereka itu hanya dapat dilakukan apabila ada atau terdapat pengaduan dari pihak-pihak yang telah dirugikan karena kejahatan penggelapan.
e. Penggelapan oleh pegawai negeri karena jabatannya 
Jenis penggelapan ini tidak diatur dalam Bab XXIV KUHPidana, akan tetapi diatur dalam Bab XXVIII yang mengatur mengenai apa yang disebut ”ambtsmisdrijven” atau kejahatan jabatan. Penggelapan yang dilakukan oleh seorang pegawai negeri dalam jabatannnya disebut penggelapan jabatan. Ketentuan penggelapan jabatan ini diatur dalam Pasal 415 dan Pasal 417 KUHPidana yang mengatur tentang seorang pegawai negeri yang karena jabatannya uang atau kertas berharga yang dalam jabatannya menguasai benda-benda tersebut membiarkan diambil atau digelapkan oleh orang lain.


B. Tinjaun Umum Putusan Hakim
1. Pengertian Putusan Hakim
Putusan hakim adalah hasil dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan matang sebelumnya oleh hakim yang berbentuk tertulis ataupun lisan.[footnoteRef:13] Putusan hakim adalah suatu putusan yang ditetapkan oleh Hakim setelah dilakukannya prosedur hukum acara pidana yang memuat amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum yang dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan penyelesaian perkaranya.[footnoteRef:14] [13: Lilik Mulyadi, Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritik Dan Praktik Peradilan (Perlindungan Korban Kejahatan, Sistem Peradilan Dan Kebijakan Pidana, Filsafat Pemidanaan Serta Upaya Hukum Peninjauan Kembali Oleh Korban Kejahatan), Mandar Maju, Bandung, (2023), hlm. 69. ]  [14: Ibid., hlm. 71.] 

Putusan hakim menurut Pasal 1 ayat 11 KUHAP, putusan pengadilan adalah suatu pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka untuk umum dapat berupa pemidanaan atau bebas dari segala tuntutan hukum. Putusan hakim dalam perkara pidana merupakan putusan hakim yang dikenal dengan sebutan putusan majelis hakim pada tingkat pertama atau putusan tingkat hakim pengadilan negeri. Pada tingkat pertama yang artinya terdakwa masih mempunyai peluang untuk mengajukan upaya hukum selanjutnya apabila terdakwa menyatakan tidak diterima atas putusan tersebut.[footnoteRef:15] [15: Hartono, Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif, Sinar Grafika, Jakarta, (2020), hlm. 203.] 

Pengambilan putusan dilakukan apabila pemeriksaan sidang dinyatakan telah selesai yang dimana telah diatur dalam pasal 182 KUHP ayat 1, tahapan proses persidangan selanjutnya ialah penuntutan, pembelaan, dan jawaban. Setelah proses tersebut telah berakhir, tibalah hakim ketua menyatakan bahwa pemeriksaan persidangan dinyatakan telah ditutup. Pada pernyataan hakim ketua itulah yang mengantarkan pada tahap musyawarah hakim untuk mencapai mufakat dalam menyusun putusan pengadilan.
2. Jenis-Jenis Putusan Hakim
Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, putusan hakim terdiri dari beberapa jenis, yaitu:
a. Putusan Akhir
Putusan hakim ini terjadi pada saat hakim telah memeriksa terdakwa sampai pada pemeriksaan pokok perkara selesai diperiksa. Dalam pemeriksaan pokok perkara sebelum menjatuhkan putusan telah melalui proses yaitu pada saat sidang telah dinyatakan “dibuka” dan “terbuka” umum, pemeriksaan identitas terdakwa dan memberikan peringatan agar mendengar dan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan, pembacaan surat dakwaan, eksepsi terdakwa dan/atau penasehat hukum dan pendapat penuntut umum, putusan sela, pemeriksaan alat bukti, tuntutan pidana, pembelaan/pledoi, replik, duplik, pernyataan pemeriksaan “ditutup”, musyawarah hakim, dan pembacaan putusan pada sidang yang terbuka untuk umum. Dilanjutkan dengan penandatangan hakim dan panitera setelah adanya pengucapan putusan oleh hakim.
b. Putusan Yang Merupakan Bukan Putusan Akhir
Pada putusan ini dapat berupa putusan sela, yang mengacu pada ketentuan Pasal 148 KUHAP dan 156 ayat 1 KUHAP dalam hal pelimpahan perkara apabila terdakwa atau penasehat hukum mengajukan keberatan/eksepsi terhadap surat dakwaan Penuntut Umum. Jenis putusan ini dapat berupa penetapan yang menentukan tidak berwenangnya pengadilan untuk mengadili suatu perkara. Atau adanya suatu putusan yang menyatakan bahwa surat dakwaan Penuntut Umum batal demi hukum karena tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, hal tersebut ditegaskan di dalam Pasal 143 ayat 2 huruf b KUHAP dan pasal 143 ayat 3 KUHAP maupun adanya putusan yang menyatakan bahwa dakwaan Penuntut Umum tidak dapat diterima karena materi perkara tersebut telah kadaluarsa, telah nebis in idem, atau materi perkara tersebut merupakan perkara perdata.
c. Putusan Bebas (Vrijspraak) 
Menurut pasal 191 ayat 1 KUHAP putusan bebas dilakukan apabila pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan sidang, kesalahan terdakwa yang didakwakan oleh Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan menyakinkan.
Berikut terdapat beberapa syarat seorang terdakwa dapat dijatuhi putusan bebas:
a. Kesalahan terdakwa tidak terbukti secara sah 
Terdapat tiga unsur pada syarat yang pertama ini yaitu adanya suatu kesalahan, kesalahan tersebut tidak terbukti, dan yang terakhir ialah pembuktian dari kesalahan tersebut terbukti secara sah tidak memenuhi unsur-unsur dalam pembuktian.[footnoteRef:16] [16: Tolib Effendi, Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana, Setara Press, Malang, (2024), hlm. 182.] 

Menurut M. Yahya Harahap, Pasal 191 ayat 1 KUHAP dapat diperluas maknanya dengan syarat-syarat putusan bebas yang dapat dikaitkan dengan hal-hal yang dapat menghapuskan pemidanaan terhadap terdakwa sebagaimana diatur dalam KUHAP.[footnoteRef:17] Hal yang dapat membebaskan terdakwa dari pemidanaan adalah adanya alasan pembenar dan pemaaf. Alasan pemaaf dan pembenar dalam hukum pidana ialah: [17: M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Sinar Grafika, Jakarta, (2020), hlm. 349.] 

1) Karena adanya gangguan pada kejiwaan terdakwa yang disebabkan oleh penyakit (Pasal 44 KUHP).
2) Terdakwa belum cukup umur (Pasal 45 KUHP).
3) Adanya pengaruh daya paksa (overmacht) baik daya paksa fisik maupun batin (Pasal 48 KUHP).
4) Pembelaan terpaksa (Pasal 49 KUHP).
5) Melakukan perbuatan karena perintah Undang-Undang (Pasal 50 KUHP).[footnoteRef:18] [18: Ibid., hlm. 350.] 


Menurut Andi Hamzah antara alasan pembenar dan pemaaf memiliki konsekuensi yang berbeda, alasan pembenar meniadakan unsur melawan hukum dalam suatu perbuatan sehingga harus diputus bebas sedangkan pada alasan pemaaf meniadakan kesalahan sehingga putusannya adalah lepas dari segala tuntutan hukum.[footnoteRef:19] [19: Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, (2022), hlm. 144.] 

Kedua pendapat dari para sarjana yang telah dijelaskan diatas mendasarkan pada sumber yang sama yakni alasan peniadaan pidana yang sebagaimana diatur dalam Bab III Buku I KUHP. Peniadaan pidana dapat terjadi karena unsur melawan hukum pada perbuatan terdakwa tidak terbukti, dan memang tidak ada.
Kemudian apabila melihat rumusan dalam Pasal 191 ayat 1 KUHAP yang menyatakan apabila unsur kesalahan tidak terbukti maka tidak ada unsur kesalahan pada terdakwa. Kesalahan menurut Utrecht dapat diartikan dalam 3 hal yaitu: kemampuan bertanggungjawab dari seorang terdakwa, hubungan batin antara perbuatan dengan terdakwa dan tidak adanya alasan penghapusan pidana.[footnoteRef:20] [20: Tolib Effendi, Op.Cit, hlm. 184.] 

Unsur selanjutnya berkaitan dengan tidak terbuktinya perbuatan terdakwa secara sah dan menyakinkan yang artinya bahwa perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur syarat sah pembuktian yang dijelaskan dalam Pasal 183 KUHAP yaitu seseorang dapat dibuktikan kesalahannya memerlukan sekurang-kurang 2 alat bukti yang sah.
Dalam pasal 183 KUHAP mengandung 2 asas sekaligus yakni:
1) Asas pembuktian 
Menurut Undang-Undang prinsip hukum pembuktian disamping adanya kesalahan terdakwa harus juga diikuti oleh keyakinan hakim atas kebenaran kesalahan terdakwa.
2) Asas batas minimum pembuktian 
Batas minimum pembuktian dibutuhkan sekurangkurangnya 2 alat bukti yang sah.
Yang kemudian apabila dihubungkan dengan Pasal 191 ayat 1 KUHAP, putusan bebas pada umumnya berdasarkan atas penilaian serta pendapat hakim itu sendiri berdasarkan:
1) Kesalahan terdakwa yang sama sekali tidak terbukti, semua alat bukti yang dihadirkan di persidangan sama sekali tidak dapat membuktikan kesalahan terdakwa. 
2) Secara nyata hakim menilai pembuktian atas kesalahan terdakwa tidak memenuhi batas minimum pembuktian.[footnoteRef:21] [21: M. Yahya Harahap, Op.Cit., hlm. 348.] 


b. Kesalahan terdakwa tidak meyakinkan
Bahwa pada saat pembuktian, hakim tidak menemukan adanya kekuatan dalam pembuktian. Terdakwa tidak memenuhi sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah sehingga hakim tidak dapat menjatuhkan putusan pidana.
d. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum
Hakim mempertimbangkan bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti kesalahannya dan perbuatan terdakwa bukan suatu bentuk tindak pidana maka terdakwa dapat diputus lepas dari segala tuntutan hukum. terdapat syarat-syarat pada putusan lepas dari segala hukum yang terdiri dari:
1. Perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan secara sah tidak memenuhi rumusan Pasal 184 KUHAP.
2. Perbuatan terdakwa bukan suatu tindak pidana Walaupun telah terbukti perbuatan terdakwa memenuhi unsur dalam rumusan Pasal 184 KUHAP, akan tetapi perbuatan tersebut bukanlah suatu tindak pidana melainkan perbuatan tersebut merupakan suatu perkara perdata sehingga terdakwa dapat diputus lepas dari segala tuntutan hukum.
e. Putusan Pemidanaan
Diatur pada Pasal 193 ayat 1 KUHAP yang menjelaskan bahwa pemidanaan didasarkan pada penilaian hakim yang berpendapat dan menilai terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan atas dirinya yang kemudian dilakukan penjatuhan hukuman pidana, atau apabila hakim berpendapat bahwa terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan sesuai dengan sistem pembuktian yang diatur pada Pasal 184 KUHAP ataupun setidaknya telah memenuhi batas minimum pembuktian yang ditentukan dalam Pasal 183 KUHAP.


C. Tinjaun Umum Tindak Pidana
1. Pengertian Tindak Pidana 
Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu Strafbaar feit. Strafbaar feit terdiri atas 3 (tiga) kata, yakni straf, baar dan feit. Straf diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Baar diterjemahkan dapat atau boleh. Feit diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.[footnoteRef:22] [22: Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana 1, PT. Raja Grafindo, Jakarta, (2021), hlm. 69.] 

Menurut Moeljatno, “Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) berupa sanksi pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut”.[footnoteRef:23] Pompe merumuskan bahwa “suatu strafbaar feit adalah suatu tindakan yang menurut suatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum”.[footnoteRef:24] R. Tresna, mendefinisikan “Peristiwa pidana adalah suatu perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan lainnya, terhadap perbuatan tersebut diadakan tindakan penghukuman”.[footnoteRef:25] [23: Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana, Kencana, Jakarta, (2024), hlm. 35.]  [24: Adami Chazawi, Op.Cit., hlm. 72.]  [25: Ibid., hlm. 73.] 

2. Unsur-unsur Tindak Pidana  
Setiap tindak pidana yang terdapat dalam KUHPidana pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif.Unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada pelaku atau yang berhubungan dengan pelaku, termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung dalam hatinya. Kemudian, Lamintang dalam menjabarkan unsur subjektif dari suatu tindak pidana, yaitu:
a. Kesengajaan atau tidak kesengajaan (dolus atau culpa).
b. Maksud atau vornomen pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHPidana.
c. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain.
d. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad seperti yang terdapat didalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHPidana. 
e. Perasaan takut yang antara lain terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHPidana.[footnoteRef:26] [26: P.A.F Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, (2007), hlm. 193.] 


Unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan yaitu dalam keadaan-keadaan yang mana tindakan dari pelaku harus dilakukan. Kemudian, Adami Chazawi menjabarkan unsur objektif dari suatu tindak pidana, yaitu:
a. Sifat melawan hukum atau wederrechtelijkheid.
b. Kualitas dari pelaku misalnya “keadaaan bagi seorang pegawai negeri” keadaan sabagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHPidana.
c. Kausalitas, yakni hubungan antar sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.[footnoteRef:27] [27: Adami Chazawi, Op.Cit., hlm. 79.] 


Selain itu, Moeljatno mengemukakan sebuah teori terkait unsur-unsur tindak pidana, yaitu:
a. Perbuatan harus merupakan perbuatan manusia.
b. Perbuatan harus dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang.
c. Perbuatan bertentangan dengan hukum.
d. Perbuatan harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.
e. Perbuatan harus dapat dipersalahkan kepada pembuat.[footnoteRef:28] [28: Erdianto Efendi, Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar, Refika Aditama, Bandung, (2021), hlm. 98.] 


Hanya perbuatan manusia yang boleh dilarang oleh aturan hukum. Berdasarkan kata majemuk perbuatan pidana, maka pokok pengertian ada pada perbuatan itu, tapi tidak dipisahkan dengan orangnya. Ancaman yang diancam dengan pidana menggambarkan bahwa tidak harus perbuatan itu dalam kenyataannya hanya benar-benar dipidana.
3. Jenis-jenis Tindak Pidana 
Dalam membahas tindak pidana, terdapat beragam jenis tindak pidana, yakni sebagai berikut:
a. Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana
Dalam KUHPidana terdapat pada Buku ke- II (Dua) tentang Kejahatan dan Buku ke- III (Tiga) tentang Pelanggaran. Kejahatan merupakan delik hukum (rechts delict) adalah pelanggaran hukum yang melanggar rasa keadilan. Misalnya perbuatan pembunuhan, melukai orang lain, mencuri, dan sebagainya. Sedangkan, Pelanggaran merupakan wetsdelict atau delik undang-undang adalah perbuatan melanggar apa yang ditentukan oleh undang-undang. Misalnya keharusan memiliki SIM bagi pengendara bermotor di jalan umum.[footnoteRef:29] [29: Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, Raja Grafindo Persada, Jakarta, (2020), hlm. 58] 

b. Menurut Cara Merumusannya Delik Formil dan Delik Materil
Delik Formil yaitu delik yang perumusannya menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang.[footnoteRef:30]Perumusan delik formil tidak memperhatikan dan atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan karena perbuatannya.[footnoteRef:31] Misalnya pada pencurian (362 KUHPidana). [30: C.S.T. Kansil, dkk,Tindak Pidana Dalam Undang-undang Nasional, Jala Permata Aksara, Jakarta, (2021), hlm. 4.]  [31: Adami Chazawi, Op.Cit., hlm. 126.] 

Delik materil yaitu delik yang perumusannya menitikberatkan pada akibat yang dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang. Untuk selesainya tindak pidana materil tidak bergantung pada wujud perbuatan yang dilakukan, tetapi bergantung pada timbulnya akibat terlarang.[footnoteRef:32] Misalnya Pembunuhan (338 KUHPidana). [32: Ibid.] 

c. Menurut Bentuk Kesalahannya Delik Dolus dan Delik Culpa
Delik Dolus adalah delik yang memuat unsur kesengajaan. Rumusan kesengajaan itu mungkin dengan kata-kata yang tegas, misalnya “dengan sengaja”, tetapi mungkin juga dengan kata-kata lain yang senada. Contohnya Pasal 162, 197, 310, 338, dan lainnya.
Delik Culpa adalah delik yang didalam rumusannya memuat unsur kealpaan. Dalam rumusannya menggunakan kata karena kealpaannya, misalnya pada Pasal 359, 360, 195 KUHPidana. Didalam beberapa terjemahan kadang-kadang dipakai istilah karena kesalahannya.[footnoteRef:33] [33: Teguh Prasetyo, Op.Cit., hlm. 58.] 

d. Berdasarkan Macam Perbuatannya Delik Aktif (delicta commissionis) dan Delik Pasif (delicta omissionis)
Delik Aktif (delicta Commissionis) adalah Delik yang terjadi karena seseorang dengan berbuat aktif melakukan pelanggaran terhadap larangan yang telah diatur dalam undang-undang. Contohnya Pasal 362 dan 368 KUHPidana. Delik Pasif (delicta omissionis) adalah Delik yang terjadi karena seseorang melalaikan suruhan (tidak berbuat). Contohnya Pasal 164 dan 165 KUHPidana.
Selain itu terdapat juga Delik Campuran (Delicta commisionis per ommissionem commisceo) adalah delik yang berupa pelanggaran suatu perbuatan yang dilarang. Akan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat. Contohnya Pasal 306 KUHPidana (membiarkan seseorang yang wajib dipeliharanya, yang mengakibatkan matinya orang itu).[footnoteRef:34] [34: Muhammad Eka Putra, Dasar-Dasar Hukum Pidana 2, Usu Pres, Medan, (2024), hlm. 102.] 

e. Berdasarkan Saat dan Jangka Waktu Terjadinya
Tindak Pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga terwujudnya atau terjadinya dalam waktu seketika atau waktu singkat saja. Disebut juga Aflopende Delicten. Contohnya Pasal 362 KUHPidana (Pencurian).
Sebaliknya ada tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa, sehingga terjadinya tindak pidana itu berlangsung lama, yakni setelah perbuatan dilakukan, tindak pidana itu masih berlangsung terus, disebut dengan Voortdurende delicten. Contohnya Pasal 333 KUHPidana (Perampasan Kemerdekaan).[footnoteRef:35] [35: Adami Chazawi, Op.Cit, hlm. 130.] 

f. Berdasarkan Sumbernya Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus
Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHPidana sebagai kodifikasi pidana materill pada Buku ke- II (Dua) dan Buku ke- III (Tiga). Sedangkan, tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat diluar kodifikasi. Misalnya Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.[footnoteRef:36] [36: Ibid., hlm. 131.] 

g. Berdasarkan Sudut Subjek Hukumnya Tindak Pidana Communia dan Tindak Pidana Propria
Tindak Pidana Communia (delicta communia) adalah tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang. Sedangkan, Tindak Pidana Propria (delicta propria) adalah tindak pidana yang hanya dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu. Misalnya Nahkoda pada kejahatan pelayaran.[footnoteRef:37] [37: Ibid., hlm. 131-132.] 

h. Berdasarkan Perlu Tidaknya Pengaduan Dalam Hal Penuntutan Tindak Pidana Biasa dan Tindak Pidana Aduan
Tindak Pidana biasa (Gewone Delicten) adalah tindak pidana yang penuntutan pidana terhadap perbuatannya tidak disyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak. Tindak Pidana aduan (Klacht Delicten) adalah tindak pidana yang untuk dapat dilakukannya penuntutan pidana disyaratkan terlebih dahulu adanya pengaduan dari orang yang berhak, yakni korban atau wakilnya atau orang yang diberi surat kuasa khusus. Tindak pidana aduan dibagi menjadi 2 (Dua) yaitu Tindak Pidana aduan absolut atau mutlak contohnya Pasal 310 KUHPidana (pencemaran),dan Tindak Pidana aduan relatif, contohnya Pasal 376 KUHPidana (Penggelapan dalam kalangan keluarga).[footnoteRef:38] [38: Ibid.] 

i. Berdasarkan Berat Atau Ringannya Tindak Pidana Yang Diancamkan Dalam Bentuk Pokok
Tindak Pidana diperberat atau dikualifisir adalah tindak pidana yang karena situasi dan kondisi khusus, yang berkaitan dengan pelaksanaan tindakan yang bersangkutan, diancam dengan sanksi pidana yang lebih berat jika dibandingkan dengan sanksi yang diancamkan pada delik pokoknya. Contoh Pasal 363 terhadap Pasal 362 KUHPidana (Pencurian).
Tindak pidana diperingan atau diprivilisir yaitu tindak pidana yang dikhusukan, yaitu bentuk tindak pidana yang menyimpang dari bentuk dasar, sehingga sanksi yang lebih ringan dianggap pantas dijatuhkan. Contoh Pasal 341 terhadap 338 KUHPidana (seorang ibu yang meninggalkan anaknya).[footnoteRef:39] [39: Muhammad Eka Putra, Op.Cit., hlm. 105.] 

j. Delik Berdasarkan Kepentingan Hukum Yang Dilindungi
Dalam Buku ke- II (Dua) KUHPidana, untuk melindungi kepentingan hukum terhadap keamanan negara, dibentukrumusan kejahatan terhadap keamanan negara (Bab I), untuk melindungi kepentingan hukum terhadap hak kebendaan pribadi, dibentuk tindak pidana seperti Pencurian (Bab XXII).[footnoteRef:40] [40: Adami Chazawi, Op.Cit., hlm. 135-136.] 

k. Berdasarkan Perbuatan menjadi suatu larangan Tindak Pidana Tunggal dan Tindak Pidana Berangkai
Tindak Pidana Tunggal (enkelvoudige delicten), tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa untuk dipandang selesainya tindak pidana, dan dapat dipidananya pelaku cukup dilakukan satu kali perbuatan saja. Sedangkan, Tindak Pidana berangkai adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga dipandang selesai dan dapat dipidananya pelaku, dilakukan secara berulang. Contoh Pasal 296 KUHPidana.[footnoteRef:41] [41: Ibid., hlm. 136.] 

l. Without Victim and With Victim
Without victim adalah delik yang dilakukan dengan tidak ada korban. Sedangkan, with victim adalah delik yang dilakukan dengan ada korbannya, beberapa atau seseorang tertentu.[footnoteRef:42] [42: C.S.T. Kansil dkk, Op.Cit., hlm. 4.] 

m. Berdasarkan Ada atau Tidaknya Kelanjutannya Delik Berdiri Sendiri dan Delik Berlanjut
Delik berdiri sendiri (zelfstandige delicten) adalah delik yang berdiri sendiri atas suatu perbuatan tertentu. Sedangkan, Delik Berlanjut (Voortgezette delicten) adalah delik yang terdiri atas beberapa perbuatan berlanjut. Pengertian delik ini erat hubungannya dengan perumusan Pasal 64 KUHPidana (tentang Perbuatan berlanjut).[footnoteRef:43] [43: Muhammad Eka Putra, Op.Cit., hlm. 105.] 

n. Delik Politik
Tindak pidana yang berkaitan dengan negara sebagai keseluruhan, seperti terhadap keselamatan kepala negara dan sebagainya.[footnoteRef:44] [44: Teguh Prasetyo, Op.Cit., hlm. 60.] 
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